
Menimbang :

IVlengingat

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

PROVINSI NUSA TtrNGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATBN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2OL5

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DtrSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TtrNGAH SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 12 Tahu n 2074 tentang
Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk peraturan Dacrzrrr
tentang Pemilihan i(epala Desa;

1'Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Rcpr-rbril<
Indonesia Tahun l94S;

2' undang-undang Nomor 69 Tahun 195g tentang pembentuk:r.
fiaerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Ba-li, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Tirnrrr
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun lgss
Nomor L22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

3' undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2or4 Nomor 7,
'I'ambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5a9S);

4' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintaha,
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana terah diubah beberapa kari terakhir-
dengan undang-Undang Nomor g rahun 201s tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 2g Tahun
2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahur:r 20is Nomor sg, Tambaheur

fgmbaran 
Negara Repu.blik Indonesia Nomor 56T9);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang

Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074

Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OL5 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 57171;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1L2 Tahun 2Ol4

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2092)'

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

dan

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

McnetApKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.

4. Dewan Per-wakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adaiah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah selatan.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten

Timor Tengah Selatan.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah

fflatan.



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal<

asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Desa.

9. Perangkat Desa adaiah bagian dari Pemerintah Desa yang terdiri dari
sekretariat desa, pelaksana teknis dan pelaksena kewileyahan yang jumlah

dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budayer

masyarakat setempat.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPI)

khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalanr

rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur dan adil.

14. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepaia Desa untul<
seluruh desa di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam dua atau
tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sam.r
dalam setiap gelombang.

15. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karen:r
Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari I (satu) tahun yang
dilaksanakan melalui musyawarah desa.

16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan pemerintah Daerah.

17. Calon I(epala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh

panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepaia Desa.

18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suarzr

;terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.



19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban
Kepala Desa sampai dilantiknya kepala desa.

20. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia

Pemilihan adaiah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan

proses pemilihan Kepala Desa.

2l.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut

Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada

tingkat Kabupaten dalam mendukung peiaksanaan pemilihan Kepala Desa.

22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi

persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23.Dattar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar

pemilih yang disusun berdasarkan data daftar Pemilih Tetap Pemilihan

Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas

kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

24.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan

usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar

pemilih sementara.

25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilii-:

yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan

identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa

untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat

dilaksanakannya pemungutan suara.

28. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara bergelombang.

(2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling tinggi 3 (tiga) kali dalam jangka
waktu 6 (enam) tahun dengan selang waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(3) \r/aku sebagaimana dimaksud pada ayat (21ditetapkan berdasarkan:

dt. 
pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;



b. kemampuan keuangan daerah; dan

c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala

Desa.

Pasal 3

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. persiapan;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

d. penetapan.

BAB III

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Persiapan pemilihan Kepala Desa meliputi kegiatan:

a. pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa;

b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

c. penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepaia Desa;

d. perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa;

e. persetujuan biaya pemilihan Kepala Desa; dan

f. pendaftaran dan penetapan pemilih.

Bagian Kedua

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

Pasal 5

(1) BPD wajib menyampaikan secara tertulis pemberitahuan akhir masa jabatar-r

kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum akhir masa
jabatan.

(2) Dalam hal BPD tidak menyampaikan pemberitahuan akhir masa jabatarr

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 14 (empat belas) hari,

camat dan/atau kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintaharr

dibidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa

,bertanggung jawab memberitahukan akhir masa jabatan kepada Kepala Dcsa.



Pasa1 6

(1)BPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud da-lam Pasa-l

5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

c. pemberhentian sebagai anggota BPD'

(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf

b dilakukan oleh Camat.

(3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan

oieh Bupati atas usul Camat.

(a) Dalam hal BPD dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bupati mengangkat Pengganti BPD.

(5) Ketentualr mengenai pengganti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang BPD.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri

dari:

a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan

b. Panitia Pemilihan.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati'

(2) Kepanittaan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:

a. pemerintah kabupaten;

b. keqamatani dan/ataU

e. maoyarakat.

Pasal 9

T\rgas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal B

meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan sem'ua tahapan

^ 
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;



b. melai'ukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada

Panitia Pemilihan;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan pemilihan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan

lainnya kepada Panitia Pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat

kabupaten;

g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Pasal 1O

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9 panitia harus

bersikap:

a. jdu.;
b. adil;

c. netral;

d. transparan; dan

e. obyektif.

Pasal 1 1

(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh BPD

dengan Keputusan BPD dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui

Carnat.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 10

(sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;

c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota;

d. 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota; dan

e. 5 (lima) orang anggota.

(a) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur:

a. perangkat desa 1 orang;

,/ lernbaga kemasyarakatan desa 2 orang;



c. tokoh masyarakat 1 orang;

d. tokoh pendidikan 1 orang;

e. tokoh agarna 1 orang;

f. tokoh adat 1 orang;

g. tokoh pemuda L orang; dan

h. tokoh perempuan 1 orang.

Pasal 12

Tugas panitia pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan

mengendalikan semu a tahapan pelaksanaan pemilihan ;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui

camat;

c. melarukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;

e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;

f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;

g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan

S1IAIA;

i. melaksanakan pemungutan suara;

j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungarl suara dan mengumumkan hasil
pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemiiihan.

Pasal 13

(1) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan yang ditetapkan sebagai bakal

Calon Kepala Desa atau berhalangan keanggotaannya digantikan oleh unsur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

(2) Perubahan susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dttetapkan dengan Keputusan BpD.

Pasal 14

Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan, kriteria dan larangan panitia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan pelaksanaan tugas panitia

tTebaSaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.



Bagian Keempat

Penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasai 15

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati

melalui camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah pemberitahuan

akhir masa jabatan.

Bagian Kelirna

Perencanaan Biaya Pemilihan

Pasal 16

(1) Panitia Pemilihan wajib mengajukan perencanaan biaya Pemilihan Kepala

Desa kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan

masyarakat dan Pemerintahan Desa.

(2) Kew4jiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat

3O (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.

(3) Dalam hal Panitia Pemilihan tidak melaksanakan kewqjiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, Bupati berwenang menetapkan biaya Pemilihan

Kepa-la Desa.

(4) Penetapan biaya Pemilihan Kepala Desa sebagiamana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan berdasarkan perhitungan Panitia Pemiiihan Kabupaten.
(5) Ketentuan mengenai teknis pen1rusunan, perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa diatur lebih tanjut dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 17

Panitia Pemilihan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksurl
dalam Pasal L6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh BPD berupa:
a. teguan lisan; atau

b. teguran tertulis.

Pasal 18

(1) Bupati menyampaikan persetqiuan biaya pemilihan paling lambat 3O (tiga

puluh) hari terhitung sejak tanggal pengajuan perencanaan biaya pemilihan
oleh Panitia Pemilihan.

(2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkar-r

1;/engan Keputus an Bupati.



Bagian Ketujuh

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Paragraf 1

Pendaftaran Pemilih

Pasal 19

(1) Panitia Pemilihan ber-wenang melaksanakan pendaftaran pemilih.

(2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui

tahapan:

a. pendaftaran pemilih;

b. pemutakhiran dan validasi daftar pemilih;

c. penetapan DPS;

d. pengumuman DPS;

e. perbaikan DPS;

f. pencatatan daftar pemilih tambahan; dan

g. pengumuman daftar pemilih tambahan.

(3) Untuk terdaftar sebagai pemilih, penduduk Desa harus memenuhi

persyaratan:

a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa

sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikafr

ditetapkan sebagai pemilih;

b. tidak sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. berdomisili di Desa paling singkat 6 (enam) bulan sebelum disahkannya

da-ftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
atau surat keterangan penduduk.

(4) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih tidak dapal
menggunakan hak memilih.

Pasal 20

(1) Panitia Pemilihan wajib melakukan pendaftaran pemilih paling lambat 3 (tiga)

hari sejak tanggal persetrrjuan biaya Pemilihan Kepala Desa.

(2) Jangka waktu pendaftaran sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilakukan

n37aling 
lama 7 (tujuh) hari.



(3) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam

daftar pemilih dan diberikan tanda bukti pendaftaran yang ditandatangani

oleh petugas pendaftar.

(4) Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih

sesuai data penduduk Desa paling lama 2 (dua) hari setelah selesai jangka

waktu pendaftaran pemilih.

(5) Jangka waktu pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 4 (empat) hari.
(6) Selain persyaratan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal L9 ayat (3),

pemutakhiran dan validasi daftar pemilih juga dilakukan karena terdapat

pemilih yang:

a. telah meninggal dunia;

b. pindah domisili ke Desa lain; atau

c. bclum terdaftar.

(7) Panitia Pemilihan menJrusun dan menetapkan DPS dalam berita acara DPS

berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

(B) Ketentuan mengenai daftar pemilih dan tanda bukti pendaftaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta DPS dan berita acara DPS

sebagaimana dimaksud pada ayat (7\ diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Bupati.

Pasai 21

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan DPS dalam jangka waktu 3 (tiga) hari pada

tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau
anggota keluarga dapat:

a. mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan narna dan/atau identitas
lainnya; dan/atau

b. memberikan informasi rqeliputi:

1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

2. pemilih berpindah domisili;

3. pemilih yang telah menikah dibawah umum 17 tahun; dan/atau
4. pemilih yang terda-ftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

Pasd 22

(1) Panitia Pemiiihan melakukan verifikasi kebenaran usul perbaikan dan/atau

,lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (21.



(2) Dafam hal hasil verifikasi menunjukan kebenaran usul perbaikan dan/atar-r

informasi, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DpS.

Pasal 23

(1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif dapat melaporkan kepada Panitia

Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga atau Kepala

Dusun.

(2) Panitia Pemilihan melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

(3) Dalam hal hasil verifikasi menunjukan kebenaran laporan, Pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(4) Pencatatan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari, terhitung sejak tanggal pengumuman

DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(5) Ketentuan mengenai daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3)

ditetapkan melalui berita acara daftar pemilih tambahan.

(2) Panitia Pemilihan mengumrrmkan daftar pemilih tambahan dalam jangka

waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktr.r

pencatatan daftar pemiiih tambahan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditepatkan pada tempat
yang mudah dijangkau masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai daftar pemilih tambahan dan berita acara daftar pemilih
tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut daiam

Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penetapan Pernilih

Pasal 25

(1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara

yang sudah diperbaiki dan daftar perniiih tambahan sebagai DpT.

(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di tempat yang
strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat datam jangka waktu

n) (tiSa) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.



(3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali dalanr

hal ada pemilih yang meninggal dunia.

(a) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Panitia

Pemilihan dengan membubuhkan catatan keterangan meninggal dunia dalam

DPT pada kolom keterangan.

Pasal 26

(1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dalam berita

acara DPT.

(2) Ketentuan mengenai DPT dan berita acara DPT sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penduduk Desa yang telah ditetapkan dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) berhak menggunakan hak pilih.

Pasal 28

(1) Panitia Pemilihan menJrusun salinan DPT untuk TPS.

(2) Salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan

pen1rusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan o1el"i

Panitia Pemilihan Kabupaten.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Bakal Calon

Pasai 29

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman pendaftaran bakaL calon

Kepala Desa.

(2) Pengumuma:. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (l )

dilakukan seiama 3 (tiga) hari dan ditempatkan pada tempat unlum yang
mudah dijangkau masyarakat.

(3) Pendaftaran bakal calon dilakukan selama 6 (enam) hari pada setiap jam

kerja di kantor I{epa1a Desa sekaligus sebagai sekretariat Panitia Pemilihan.

Pasal 3O

(1) Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan:

,a. warsa nesa-ra Reoublik Indonesia:



(2)

b. bertaqwa kepada Tuh4n Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasiia, melaksanakan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan Bhinneka T\rnggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau

sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling

singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. ti4ak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara

dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatar-r

ber-ulang-u1ang;

j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan

1. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang
sementara menjabat atau diberhentikan karena telah berakhir masa jabatar-r

dan masih memenuhi syarat untuli mencalonkan diri wajib memenuhi syarert

sebagai berikut:

a. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa padei

akhir masa jabatan kepada Bupati;
b. telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan pemerintahan

Desa kepada BPD pada setiap akhir tahun anggaran dan tembusan
disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

c' menyampaikan surat keterangan bebas temuan dari aparat penga\^/as
internal pemerintah; dan

d' tidak mendapat sanksi tingkat sedang maupun berat dalam pengelolaal
keuangan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 31

(1) Pendaftaran bakal calon dilakukan dengan melampirkan dokumen

administrasi meliputi:

a. pernyata"an berta.qwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. pernyataan setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 7945 dan Negara Republik Indonesia;

c. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

d. pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan dari pengadilan Negeri;

e. pernyataan tidak sedang dicabut hak pilih;

f. pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tiga)

kaii masa jabatan;

g. surat keterangan catatan kepolisian;

h. foto copy iaz*, terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang serta

menunjukan ijazah asli;

i. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas;

j. foto copy KTP yang dilegalisir oieh pejabat berwenang serta menunjukan

KTP asli; dan

k. visi dan misi calon Kepala Desa secara tertulis.
f. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian khusus untuk calon kepala

Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa yang sementara menjabat atalr
diberhentikan karena telah berakhir masa jabatan dan masih memenul-ri

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dengan melampirkan
dokumen sebagai berikut:
a. surat keterangan dari Bupati tentang telah menyampaikan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;

b. surat keterangan dari Ketua BPD tentang telah menyampaikan Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD setiap al<hir

tahun angga-ran dan pada akhir masa jabatan serta tembusan
disampaikan kepada Bupati melalui Camat;

c. surat keterangan dari Inspektorat tentang bebas temuan dari aparat
pengawas internal pemerintah; dan

d. surat keterangan dari Bupati tentang tidak mendapat sanksi tingkat
sedang maupun berat dalarn pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan

,feraturan Perundang-undangan.



(1)
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(1)

(2)

(3)
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(3) Ketentuan mengenai pernyataan sebagaimana dimaksud pada aya.t (1)

huruf a sampai dengan huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Panitia Pemilihan menetapkan calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal

calon Kepala Desa melalui berita acara penetapan bakal calon Kepala Desa

paling lama 1 (satu) hari setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3).

Panitia Pemilihan mengumumkan penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) pada tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat.

Bagian Kedua

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 33

Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan

persyaratan calon dalam jangka waktu 6 (enam) hari seteiah jangka rvaktlr

penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksucl

pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi

dengan surat keterangan dari yang berwenang.

Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah

selesai jangka waktu penelitian calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

Masyarakat berhak memberikan masukan mengenai hasil penelitian selama
jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3).

Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diproses dan
ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 35

(1) Da1am hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pernilihan

"iraenperpanjang 
waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.



(2) Dalam hal setelah perpanjangan waktu pendaftaran calon Kepala Desa yang

memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Bupati menunda

pelaksa:eaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan

kemudian melalui Keputusan Bupati.

(3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa

jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari

Pegawai Negeri Sipil ditingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

(1) Da-lam hal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa

melakukan seleksi tamba.han.

(2) Persyaratan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

b. pengalaman bekerja di lembaga kemasyarakatan Desa;

c. tingkat pendidikan; dan

d. usia.

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu 5 (lima) hari dengan cara menetapkan skala dan pembobotan

dari setiap kriteria dan d.ituangkan dalam peringkat.

(a) Bakal calon Kepala Desa yang menduduki peringkat 1 (satu) sampai dengan

peringkat 5 (lima) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia

Pemilihan.

(5) Ketentuan mengenai skala dan pembobotan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

(1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud da-iam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paiing

banyak 5 (lima) ora+g Panitia Pemiiihan menetapkan calon Kepala Desa.

(2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka.

(3) Penentuan nomor urut calon Kepala Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa.

(4) Nomor urut dan narna calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun

dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala

npesa.



Pasal 38

(1) Panitia Pemilihan mengumumkan Calon Kepala Desa yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 37 ayat (i) kepada masyarakat melalui
media masa dan/atau papan pengumuman selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
penetapan calon Kepala Desa.

(2) Dalatn hal setelah penetapan calon ditemukan bahwa kelengkapan dokumen
yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan/atau
persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

dan ayat (2) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka calon Kepala Desa

dikenakan sanksi berupa:

a. pencabutan calon Kepala Desa dari daftar calon Kepala Desa; atau
b. sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan

mengikat.

Bagian Ketiga

Kampanye

Pasal 39

(1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa berdasarkan prinsip:
a. jujur;
b. terbuka;

c. dialogis; dan

d. bertanggungjawab.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3
(tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) I{ampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;

b. tatap muka;

c. dialog;

d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
e. pemasangan alat peraga ditempat Kampanye dan ditempat lain yang

ditentukan oleh Panitia pemilihan; dan
f. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan Peraturan perundang-

, undangan.



Pasal 40

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat visi dan misi

calon Kepala Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.

(2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin

diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

(3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

(a) Visi dan misi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan

Kabupaten.

Pasal 41

(1) Pelaksana I(ampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945 dan bentuk Negara

Kesatuan Republik Indonesia ;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon

yang lain;

d. menghasut dan mengadu-d.omba perseorangan atau masyarakat;

e. mengganggu ketertiban umum;

f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau penggunaan kekerasan

seseorang, sekelompok masyarakat dan/atau calon lain;

g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat

pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain

dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta

Kampanye; dan
k. membawa benda tajam, senjata api, bahan peledak dan mengonsumsi

minuman beralkohol.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

a. kepala Desa;

b. perangkat Desa;

c. anggota BPD; dan



Pasal 42

Pelaksana Kampanye yang rnelanggar larangan Kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan
berupa:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan
walaupun beium terjadi gangguarl; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di
suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasa,l 43

(1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan

su€Ird.

P)Han dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN SUARA

Pasai 44

(1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab menyediakan kotak suara
sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

{2) Jumlah, baltan, bentuk, ukuran dan watrta kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 45

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara cepat, tepat dan
a.kurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu,
hemat anggaran, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemiiihan Kabupaten denga:r
mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara
dan hasil cetak yang berkualitas.

(3) Ketentuan mengenai pengadaan surat suara beserta perlengkapan
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

,i/;iafrar lebih lanjut dalam peraturan Bupati.



(1)

(2)

Pasal 46

Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggungjawab menjaga kerahasiaan,

keamanan dan keselamatan surat suara selama proses pencetakan surat
suara berlangsung.

Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan

untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses

pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempal

tujuan.

Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi yang

sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang

ditandatangani oleh pihak percetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Tata cara pelaksanaan pengarnanan terhadap pencetakan, penghitungan,

penyimpanan, pengepakan dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan

ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 47

Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akarr

didistribusikan.

Pendistribr.rsian surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan .Kabupaten.
Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harrs sudah

diterima Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan

suara.

Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di Panitia Pemilihan
ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dengari

memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan
penyampaian surat suara.

Pasal 48

Jumlah surat "r"r. pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemiiih

dalam DPT dan ditambah paling banyak 2,5o/o (dua koma lima perseratus)

dari jumlah pemilih dalam DPT.

Tambahan surat sLlara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan

sebagai cadangan disetiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang

keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(3)

(4)

(1)

(2\

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

rrdibuatkan berita acara.



Pasal 49

(1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemiiihan dengan berkoodinasi

kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat.

yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat serta menjamin

setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia

Pemilihan d.engan berkoordinasi kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 50

(1) Panitia Pemilihan dengan dibantu oleh Kepala Dusun, Pengurus RT dan

Pengurus RW mendatangi tempat kediaman pemilih untuk menyerahkan

surat undangan

(2) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih

dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Penyerahan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

sudatr selesai paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara.

Pasal 51

(1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara
yang berisi nomor, foto dan naJna calon.

(2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukui
13.00 waktu setempat.

(3) Pemilihan dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon dalam surat
suara.

(4) Pemilih yang telah selesai mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diberikan tanda khusus.

Pasal 52

(1) Sebelum melaksanakan pernungutan srlara, Panitia Pemilihan melakukan
kegiatan:

a. pembukaan kotak suara;

b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan

\f penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.



(2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dihadiri oleh:

a. saksi dari calon;

b. BPD;

c. pengawas; dan/atau

d. warga masyarakat.

(3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan

berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia pemilihan dan paling

sedikit 2 (dua) anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh

saksi dari masing-masing calon.

Pasal 53

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (l),

Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan

srJara.

(2) Dalam pemberian sua-ra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi

kesempatan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta

surat suara pengganti kepada panitia pemilihan hanya untuk satu kali.

(a) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat

meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan.

Pasal 54

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada

saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh:

a. panitia Pemilihan; atau

b. orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Anggota panitia pemilihan atau orang lain yang membantu pemiliir

sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ wajib merahasiakan pilihan pemilih

yang bersangkutan.

Pasal 55

Anggota Panitia Pemilihan dan orang lain yang membantu pemilih yang tidal.r

melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2)

dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan; atau

+ teguran tertulis.



Pasal 56

(1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya yang
sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat
tinggal tetap, dapat memberika-n suara di TpS Khusus.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di TpS

Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Suara untuk pemilihan Kepa1a Desa dinyatakan sah apabila:

a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan; dan
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu

calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor,
foto dan narna calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat
yang memuat nomor, foto dan nama calon; atau

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat
nomor, foto dan narna calon.

Pasal 58

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelair
pemungutan suara berakhir.

(2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.
(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)

Panitia Pemilihan menghitung:

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih
tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;

c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau

keliru dicoblos.

(a) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dan
selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh
saksi calon, BPD, pengawas dan warga masyarakat.

(5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus mernbawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan
- r11en\.rprahlrq nnrra lzanaA o W ah t n ^^ -:+: ^ T)^-: t:l^ ^-



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

Pasal 59

Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4) dapat mengajukan keberatan terhadap
jalannya penghitungan su.ara oleh Panitia Pemilihan apabila ternyata
terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksucl
pada ayat (1) dapat diterima, Panitia pemilihan seketika itu juga
mengaclakan pembetulan dan dituangkan dalam berita acara.

Dalam hal keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak dapat diterima, maka seketika itu juga Panitia wajib melakukan
klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara dan penghitungan suar.l
tetap dilanjutkan.

Pasal 60

Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang
ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang. anggota panitia

Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan salinan
berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada setiap saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan
menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara c1i

tempat umum.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta kelengkapannya,
dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan d.an dimasukkan kc
dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan berita
acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan
adrninistratif pemungutan dan penghitungan suara kepada BpD segera

setelah selesai penghitungan suara.

Ketentuan mengenai berita acara hasil pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 61

Calon Kepala Desa yang memperoleh

ffetant<an 
sebagai calon Kepala Desa

suara terbanyak dari jumlah suara sah

terpitrih.

(1)



(3) Da1am hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris

Desa atau Perangkat Desa lainnya melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala

Desa.

Bagian Kedua

Calon Dari Perangkat Desa

Pasal 65

(1) Perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib

diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar

sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan

penetapan calon terpilih.
(2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh

perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

CALON KEPALA DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 66

(1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa

harus mendapatkan i..in tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa

d.ilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sebagai calon
Kepala Desa.

(3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih
dan diangkat menjadi Kepaia Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara
dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala

Desa.

BAB IX

CALON KEPALA DESA DARI BPD

Pasal 67

(1)Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa wajib cuti 1

*, (satu) bulan sebelum terbentulorya panitia pemilihan Kepala Desa.



(2) Dalam hal jumlah caron Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara
terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pad.a Desa dengan Tps lebih
dari 1 (satu), ca-lon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada Tps
dengan jumlah pemilih terbanyak.
Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama
lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih
ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggar dengan jumrah pemirih
terbesar.

Pasal 62

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tps, disimpan di
kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 63
(1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa

kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal perhitungan suara.
(2) BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala Desa terpilih kepacla
Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 3
(tiga) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan
keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
laporan calon Kepala Desa terpilih dari BpD.

(3)

BAB VIi
CALON DAzu KEPALA DESA ATAU PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Calon Dari Kepala Desa

Pasal 64

(1) Kepala Desa yang ingin mencalonkan diri kembali diberi cuti
sejak ditetapkan sebagai caron Kepara Desa sampai dengan
pelaksanaan penetapan calon terpilih.

(2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dilarang
menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon

1/{epala Desa.

oleh Bupati

selesainya



(1)

(2)

(2) Dalam hal Ketua BPD mencaionkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penandatanganan Keputusan BPD

dilakukan oleh salah satu anggota BPD yang ditunjuk sebagai Ketua

berdasarkan hasil musyawarah BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB X

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Pasal 68

Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1

(satu) tahun, dipilih Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 69

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dilaksanakan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepaia Desa diberhentikan.

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan kegiatan meliputi :

a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badar-r

Permuyawaratan Desa paling lama dalarn jangka waktu 15 (lima belas) F1ari

terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;

b. pengajuan Biaya Pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemihhan

kepada Penjabat Kepala Desa paling larnbat dalam jangka waktu 3O (tiga

puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling

lama dalam jangka waktu 3O (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oteh

Panitia Pemilihan;

d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia
Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;

e. penelitian kelengkapan Persyaratan Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan
dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan

f. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan Kepalar

Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang
calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan

sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyaralvarah Desa.

Badan Permusyaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa \/lng
meliputi kegiatan:

a. penyelenggaraan musyawarah Desa

(3)

yang teknis pelaksanaan



pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa
atau melalui Pemungutan Suara;

pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui
mekanisme musyawarah Desa atau melalui pemungutan suara yang telah
disepakati oleh musyawarah Desa;

pelaporan Hasil Pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan
Kepada Musyawara-h Desa;

pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;

pelaporan hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada
BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa

mengesahkan calon Kepala Desa terpilih; dan

pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua
BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
dari Panitia Pemilihan.

Pasal 7O

Kepala Desa antarwaktu yang terpilih melalui Musyawarah Desa, diterbitkan
Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan calon Kepala Desa Terpilih
pa-ling Te:rnbat 3o (tiga puluh) hari sejak diterimanya Taporan dari BpD.

BAB XI

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 71

(1) Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari tehitung sejak tanggal
penerbitan Keputusan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Desa secara
serentak diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal72

(1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (21 sebagai berilmt: "Demi

Altah/Tlthnn, saga bersumpah/berjanji bahwa saya alcan memeruthi keuajiban
saAa selalst Kepala Desa dengan sebaik-bailcnga, sejujur-jujurrLAa, d.an sead.il-
adilnya; bahuta saaa akan selalu taat d.alam mengamalkan d.an
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saAa akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Repubtik
Tnhttn 1A4q corfn molab<nnnl-nn -^^^l^ D^-^*,-^- n^-.- s--^ - ---- -r -

b.

C.

d.

e.

f.

CTb.



(3) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhiung sejak tanggal

pelantikan.

(a) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling

banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara

berturut-turut.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA

Pasal 73

(1) Kepala Desa berhenti karena:

a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atam

c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa d.iberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
karena:

a. berakhir Masa Jabatannya;

b. tidak d.apat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap secara berturut-trrrut selama 6 (enam) bulan;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

e. adanya perubahan Stahrs Desa menjadi Kelurahan, Penggabungan 2 (dua)

Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa Baru atau Penghapusan Desa;

f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Apabila Kepala .Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (i) BPD

melaporkan kepada Bupati melalui pamat;

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimq|<sud pada ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 74

Dalam hal sisa masa jabatan'Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu)

tahun karena diberhentikan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 73 ayat (1)

huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan

huruf g, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai



Pasai 75

Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun

karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a

dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, hr.rruf f d.an hurul g,

Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai

Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melaLui hasil

musyawarah Desa.

Pasal 76

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa,

Kepala Desa yaqg habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan

selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat l(epala Desa.

(2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada a.r'at

(1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

( ) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang

kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal77

(1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai

Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi Induknya.

(2) Kepala Desa yang berstatrrs Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas

Usia Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan honnat

sebagai Pegawal Negeri Sipil dengan memperoieh Hak sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 78

(1) Pengisian Penjabat Kepala Desa dilakukan dalam hal:

a. kepala Desa berhenti dan akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa

antarwakfu melalui Musyawarah Desa;

b- keoala Desa berhenti dan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa



c. kepala Desa berhenti pada saat kebijakan penundaan peiaksanaan

Pemilihan Kepala Desa.

(2)

(3)

(3)

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.

Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa

ditetapkannya Kepala Desa.

(1) diangkat oleh

(2) melaksanakan

sampai dengan

Desa,

waktu

Desa

calon

Pasal 79

(1) Penjabat Kepala Desa dilarang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.

(2) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa berakhir setelah Pelantikan Kepala Desa

Definitif hasil Pemilihan Kepala Desa bergelombang dan/atau hasil Pemilihan

Kepala Desa antar Waktu.

(1)

(2)

BAB XIV

KEBERATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 80

Dalam hai tedadi perselisihan atas penetapan hasil Pemilihan Kepala

Bupati bertanggungjawab menyelesaikan perselisihan dalam jangka

paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Penyelesaian perselisihan atas penetapan hasil Pemilihan Kepala

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengangkatan

kepala Desa terpilih.

(1)

(2)

Pasal 81

Keberatan terhadap penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat

diajukan oleh cal.on kepala Desa secara tertulis kepada Bupati dalam wakttr

paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan

hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya caion Kepala Des:i.

Bupati memerintahkan tim pengawas untuk melakukan penelitian clar-r

pemeriksaan terhadap keberatan sebagairr,lana dimaksud pada ayat (i).
Dalam hal hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pengawas terbukti
terdapat penyimpangan yang berpengaruh pada hasil perhitungan suara sah,

(4)



(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keberatan dan penyelesaian masalah diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PELAPORAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 82

(1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

(2) Laporan sebagaimana dimaJcsud pada ayat (1) diberikan tembusan kepada:

a. Bupati;

b. Panitia Pemilihan Kabupaten;

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan umsan
pemerintahair dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Desa; dan

d. Camat.

(3) Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan setiap tahapan Pemilihan Kepala

Desa kepada Bupati.

Pasal 83

Paling lambat 7 ( tujuh) hari setelah selesai pelaksanaan Pemiiihan Kepaia Desa,

Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan

pertanggungiawaban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati,

meliputi:

a. pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; dan

b. pertanggungjawaban keuangan.

BAB XVI

PEMBiAYAAN

Pasal 84

(1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan clan

Belanja Daerah.

l2l Blaya Pemlllhan Kepala Desa sebagaimana dlmaksud pad.a ayat (1) meliputi
biaya:

a. pendaftaran pemilih;

b. pengadaan surat suErra;

c. pengadaan kotak suara;



e. kelengkapan peralatan Pemilihan Kepala Desa lainnya;

f. honorarium panitia; dan

g. pelantikan.

(3) Bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa {apat digunakan
untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.

(4) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang membebankan biaya Pemilihan

Kepala Desa kepada calon Kepala Desa.

(5) Biaya pemilihar.r Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 85

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan pada

Camat atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintatran di bidang pemberdayaan masDraiakat dan pemerintahan desa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan sumber daya manusia Panitia Pemilihan; dan
b. peningkatan sumber daya manusia penduduk desa.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 86

(1) Bupati dapat membentuk tim pengawas Kabupaten paling tinggi 5 (lima)
orang, Kecamatan paling tinggr 3 (tiga) orang dan Desa paling tinggi 3 (tiga)
orang sesuai dengan kebutuhan.

(2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas
melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

(3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan

tugas kepada Bupati.
(a) Mekanisme kerja Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

",lebirr- laniut dalam Peraturan Buoati.



(1)

(2)

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah ini untuk pertama kali diproses pelaksanaannya pada

tahun 2015.

Penjabat Kepala Desa yang ada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap

menjalankan tugasnya sampai dengan terpilihnya Kepala Desa definitif.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten

Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilikr.an, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lernbaran

Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16) dieabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

Daerah ini dengan penempatannya

Tengah Selatan.

memerintahkan pengundangan Peraturan

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor

Ditetapkan SoE

MELLA

q

Diundangkan di SoE

pada tanggal 3L Agustus 2O15

/SEXRETARIS DAERAH

KABUPATEN TIigOR TENGAH SE TAN,/

tMUN TABUN

LEMBARAN

t"

AERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2OI5



I.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

UMUM.

Berdasarkan ketentuan Pasal t2t Und.ang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa ditegaskan bahwa pada saat berlakunya Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014, maka Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Unclang-

Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintah Daerah tidak berlaku.

Selain itu berdasarkan Pasal 158 Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2Ol4 tentang Desa menyatakan bahwa Pada saat berlal<unya

Peraturan Pemerintan Nomor 43 Tahun 2014, maka Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tal:un 2005 tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,
Dengan demikian maka semua ketentuan Perund.ang-Undangan sebagai

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2ol4 dan peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 termasuk didalamnya Peraturan Daerah
Kabupaten Nomor 16 Tahun 2OO7 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditinjau kembali dan
menyesuaikan pengaturannya dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2Ol4
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tcntang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 sebagaimana

telah diubah dengan Perat-r,rran Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 ditegaskan
bahwa khusus mengenai Pemiiihan Kepala Desa diatur secara serentak
diseluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal r-regatif

dalam pelaksanaannya.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga
negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa
jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa



Pemilihan Kepa-la Desa secara serentak harus mempertimbangkan jumlah
Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dim''rngkinkan
pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah ini diatur
dengan lingkup materi sebagai berikut :

a. Ketentuan umum.
b. Pemilihan Kepala Desa.

c. Persiapan pemilihan terdiri dari kegiatan: pemberitahuan akhir masa
jabatan Kepala Desa; pembentukanPanitia Pemilihan Kepala Desa;

penyampaian laporan akhir masa jabatan Kepala Desa; perencanaan

biaya pemilihan; persetujuanbiayapemilihan; dan penetapan pemilih.

d. Pencalonan terdiri dari: pendaftaran calon; Penelitian Calon, Penetapan

dan Pengumuman Calon; dan kampanye.

e. Pemungutan suara.

f. Penetapan.

g. Pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

h. Pembinaan dan pengawasan.

i. Keberatan dan penyelesaian perselisihan Pemilihan Kepala Desa.

j. Ketentuan peralihan.

k. Ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal L

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
/1r r1^ r^ ;^1^ ^



Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "[.fnsur Masgarakat" adalah Tokoh

Masyarakat atau Tokoh Adat atau Tokoh Agama atau Tokoh

Pemuda atau Tokoh Perempuan atau Tokoh Pendidikan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 1 1

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat Keterangan Penduduk harus mendapat rekomendasi

secara tertulis dari RT tempat domisili calon pemilih.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 2 1

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat 7tmum" adalah tempat yang mr-rdah

dilihat atau dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

qrCukuR jelas.



Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Sekolah Menengah Pertama atau sederaja.t"

adalah termasuk Paket B, Sekolah Menengah Pertama Luar tsiasa atau

Madrasah Tsanawiyah.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Yang d.imaksud dengan * Setelah selesai menjalani pid.ana penjara"

adalah termasuk 1 (satu) hari setelah menjalani masa pidana dapat

dicalonkan menjadi Kepala Desa dan mengumumkan secara jujur dan
terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana
serta bukan pelaku kejahatan berulang-ulang.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf I

Cukup jelas.

Pasal 31

Culmp jelas.

Pasal 32

Culmp jelas.

Pasal 33



t

Ayat (2)

Klarifikasi dari Instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat

keterangan dari yang berwenang dilakukan apabila ada pengaduan

secara tertulis yang diajukan kepada panitia pemilihan atau menurut
panita pemilihan terdapat dokumen yang diragukan keabsahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Memberikan masukan" adalah inforrnasi

yang disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasa1 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup je1as.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kondisi sosfa/ budaga masgarakat Desc{

adalah Kondisi masyarakat yang mempunyai nilai-nilai dzrlam

kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara dilandasi dcngan

Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4O

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42



Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "dibei tqnda khusus" adalah pemberian tinta
pada jari tangan pemilih.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Saksi dari masing-masing calon kepala desa berjumlah 1 (satu)

orang dengan membawa dan menunjukan surat mandat dari
calon kepala desa yang bersangkutan.

Hrrruf b



Huruf d

Cuhrp jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Curkup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Culmp jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasai 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukurp jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Culmp jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87



Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

yNOMOR 10.


